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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan
Huruf Nama
ur a | atin
tidak tidak
B Be
T Te
s\ es (dengan titik
J Je
h} ha (dengan titik
Kh "~ kadanha
D De
2\ zet (dengan titik
R Er
Z Zet
S Es
Sy es dan ye
s} es (dengan titik
d} de (dengan titik
t} te (dengan titik
i z} ~ zet(dengan titik
¢ apostrof terbalik
G Ge
F Ef
Q Qi
K Ka
L El
M Em
N En
W We
H Ha
’ Apostrof
Y Ye

Xi



Hamzah (<) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ().

2. Vokal

VVokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau di

Vokal tunggal bahas:
transliterasinya sebagai b

ignya berupa tanda atau harakat,

Nama Huruf Latin
1 fath}ah a a

kasrah i
d}ammah u

a Arab yang lambangnye tara harakat
dan hur slitere erupa gabungan huruf, ye

Huruf Latin

Nama

s fath}ah dan ai adani
va>"’

¥ fath}ah dan wau au adanu

. - |

PAREPARE

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

xii
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Harakat dan Nama Huruf dan Nama
Huruf Tanda
s ... | ... | fath}ah dan alif atau a> a dan garis di atas
- kasrah dan ya>’ i> i dan garis di atas
g d}ammah dan wau u> u dan garis di atas

B gi>la

4

o yamu>
4. Ta>’ marbu>

>tlah yang

hidup & apat haraka : an drammal : sinya adalah
[t]. Se akat sukun,
translit

g berakhir dengan ta ti oleh kata
yang m 3 dang al- serta bacaan ke a i , maka ta>’
marbu itré ikan dengan ha (h).

Syaddah atau tasydi>d yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydi>d f ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

¥  :rabbana>

xiii
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-

% :najjaina>
&340 al-hjagq
(;;f T nuima
k

D ‘aduwwun

Jika huruf ¢ ber-tasydi ata dan didahului oleh huruf kasrah

(¢—), maka ia ditranslite

6.

uruf J\ (alif
lam ma : i i ini, ka -‘ erasi seperti
biasa, a ariyah. Kata

uti bunyi huruf langsung yang me i ata sandang

dari kata yanmlﬂmungkan de ris mendatar

al-syameullbukah sy esmi) L [

& 252058 - al-falsafah

SN - al-bila>du
7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal

Xiv
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kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:
056 | ta’'muru>na
g3 s al-nau
Bos : syai 'un
s %
o}g\
8. Penulisan Ka ahasa Indonesia

istilah atau
kalimat an dalam bahasa Indonesis ats atau kalimat
yang s onesia, atau
sering bahasa Indonesia, ata i dalam dunia
akadem ditulis menurut cara tre i di salnya, kata
al-Qur’z , alhamdulillah, dan mu . Na ila kata-kata
tersebut i ba i satu rangkaian teks itransliterasi

Secara

lainnya atau
tanpa huruf

Contoh:

& s di>nulla>h &L billa>h

Adapun ta>" marbu>t}ah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz} al-
jala>lah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

XV
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H L5 344 hum fi> rah}matilla>h
10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan sa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan un uruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama ila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka tap huruf awal nama diri
tersebut, bukan hur SJi ada awal kalimat, maka
huruf A - [ entuan yang

un illa> rasu>|
ud}i ‘a linna>si lallaz\i

n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur

al-Di>n al-T
Nas}r al-Far

" PAREPARE

(bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-
Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid
(bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

AVT
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B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swit. subh}a>nahu> wa ta ‘a>la>

saw. stallalla>hu ‘alaihi wa sallam

‘alaihi al-sal

a.s.

PAREPARE
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ABSTRAK

Hasnawati 15.2100.016. (Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Perkara Wali
Adhal dalam Perkara Nomor.526/.Pdt.P/2014/Pa.Pwl di Pengadilan Agama
Polewali) (dibimbing oleh Hj Rusdaya dan Hj Saidah).

Penelitian ini menjelaskan tentang permasalahan yang di kaji: (1) Bagaimana
prosedur penetapan tentang Permohonan wali adhol dalam Perkara
Nomor.526/.Pdt.P/2014/Pa.Pwl di Pengadilan Agama Polewali. (2) Bagaimana
pertimbangan hakim dalam mem perkara nomor. 526/.Pdt.P/2014/Pa.Pwl
tentang permohonan wali adhol d Agama Polewali.

Jenis penelitian ini 1. kualitatif, dengan pendekatan
normatif/yuridis. Adap adalah bersumber dari para
y digunakan adalah metode
alam pengolahan data dan

tragulasi: observa5| , a
analisis data adala enyajial 3 kan kesimpula

(2) adapun

dalam mengabulkan

Adhol di

adalah pertimbangan hu a disebutkan

dalam ukum Isalam wali nika yang harus
i kannya wali hakim, se jyan menurut
kemaslahatan bagi para a rasa saling

ukum Islam

PAREPARE
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BAB |
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang

wanita. Sebagaimana dalam Undang

i pasal 2 Kompilasi H lam
atau Mi>tsa>gan ga}li>z k me

nya kan ibadah. Perkawina uan

ah ga yang sakinah, mawaddah, ra

natullah yang khluk Tuhan, ada manusia,

Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang

pernikahan,
erintah Allah
ewujudkan

Perkawinan

n tumbuh-tu dipilih Allah
agi manusia untu i elestarikan
ang positif
an martabat

kemuliaan manusia, Allah mengadaka um sesuai dengan martabatnya, sehingga

!Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No.1 Tahun
1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Cet. I; Jakarta: Ikrar Mandiriabadi, 1996),h. 70.

2Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fikih Munakahat:
Khitbah, Nikah, dan Talak, (Jakarta: Sinar Grafita Offset, 2009), h. 36.

$Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Cet. I1; Jakarta: Akademika Pressindo,
1992), h. 67.
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hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan
rasa saling meridhai, dengan upacara ijab gabul sebagai lambang adanya rasa ridha-
meridhai, dan dengan dihadiri dengan para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan
laki-laki dan perempuan itu telah terikat.

Adapun di dalam al-Quran di
hidup berjodoh-jodoh adalah naluri n
firman-Nya dalam Q.S Az-Zariys

atakan bahwa hidup berpasang-pasangan,
Allah, termasuk manusia, sebagaimana

Terjemahnya:
“Dan segale pasangan supaya kamu

yang telah menciptaka
uhkan dari bumi dan d

595

semuanya,
un apa yang
alui jenjang
ang disebut
ar keinginan
d nikah, dan
pesta [ butkan agar
terjami . Pencatatan

dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang di atur dalam Undang-

Undang RI No. 22 Tahun 1946 Jo. Undang-Uundang RINo. 32 Tahun 1945

*Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bandung, diponegoro, 2010), h.522

SDepartemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, h.442

®Rahman Ghazaly, Figh Munakahat, h.13

"Sayyid Ahmad Al-Musayyar, Fikih Cinta Kasih Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga,
(Jakarta: Erlangga, 2008), h. 2
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Perkawinan merupakan sunnatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan,
baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Perkawinan merupakan cara
yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak,
dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan

perannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Demi menjaga

kehormatan dan martabat kemuli ia, Allah mengadakan hukum sesuai

dengan martabatnya, sehing aki dan perempuan diatur secara

terhormat dan berdas a saling meridhai pacara ijab gabul anatara
ayah kandung li.calonsmempelai wanitasdengan,calonsmempelaispria. sebagai
saksi yang

perempu
m masyarakat terkadan g pengantin

hal, sehingga walinya menikahkan

menjadi wali dalam i ukan Ayah
elai diwakili oleh wali hakim atau uk langsung

dhal adalah \I menikahkan wanita elah baligh,
nya, sedangkan m asing pihak

ngan seseorang laki-

pernikahanth I“&MR Eh sepakat akan bahwa

mengin
apabila
menikahkannya dengan laki-laki yang'sepadan, maka wali itu tidak boleh menolak
permintaan itu.

Rukun dan syarat dalam hukum Islam, menentukan suatu perbuatan

hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan
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tersebut dari segi hukum.® Salah satu rukun perkawinan tersebut adalah harus adanya

wali bagi mempelai wanita. Sebagaimana hadis Rasul Saw:

Artinya :
“Telah meriwayatkan kepada
kepada kami ‘Abdullah
Urwah, dari ‘Aisyah,
keduanya mengata
tanpa wali.”

i Abu Kuraib: telah meriwayatkan
k, dari Hajjaj, dari Zuhri, dari
ari Ikrimah, dari Ibnu ‘Abbas,
da; “Tidak sah perkawinan

Berdasark tersebut menunju wa betapa pentingnya

menika dengan  alasan  yan Misalnya,

wajah t dari suku yang sama, i S ang pannaik

yang tidak
kata Syaikh
Taqiyuc i % i uan untuk
menika A jika peremp ! i ini adalah
dilan Agama

Polman dalam perkara 526 dimana seorang wali menolak menikahkan anaknya

8Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Figh Munakahat dan
Undang-Undang Perkawinan. (Jakarta: Kencana, 2009) h.59.

Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad lbni Yazid Al Kozwini. Sunan Ibni Majah
207-275 M. (Bairut, Dar alfikr, 1997). h. 605.

OAlfurgon.http:/Konsultasi.wordpress.com/2007/01/18/Wali-Tidak-Mau-Menikahkan-
Bolehkah Nikah-Dengan-Wali-Hakim/. (Di akses Pada 11-11-2018).
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dengan alasan-alasan mempelai laki laki tidak mampu membayar uang pannai’nya
sesuai yang diminta keluarga calon mempelai perempuan.

Sikap wali yang menolak atau enggan menikahkan
tersebut, untuk menyatakan walinya adhal, maka calon mempelai wanita

dapat mengajukan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama yang

mewilayahi tempat tinggal wani PMA No. 2/1987). Agar dapat
melangsungkan pernikaha
Berdasarkan

atas peneliti ter cangkat topik “Tinjauan

Hukum 014/Pa.Plw Di

Pengad

PAREPARE

Yy Abdul  Manan, M. Hum dan M.  Fauzan,  Pokok-pokok
Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 101.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka pokok permasalahan adalah
bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali Adhal dalam perkara
Nomor.526/Pdt.P/2014/PA.Pwl dengan sub-sub masalah sebagai berikut:

1.2.1 Bagaimana Prosedur Pengadilan Agama Polewali tentang

permohonan wali adh . 526/Pdt.P/2014/PA.PwI?
lam menetapkan perkara

ali adhal di Pengadilan

1.3.1 a cara penetapan Pen

1.3.2 Bagaimana dasar im  Dalam

kan penetap ra wali a i-Pengadilan Ac

1.4 Keg Penelitian I

141 S kontribuiﬁnﬁ ——-a berkemt at ini yaitu

pengetahuan

142 S

dalam bidang studi hukum Perdata Islam.
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BAB 11
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan judul yang peneliti angkat: Penelitian yang

dilakukan oleh Ahmad Khadiksa’re 1. Tanpa Wali ”. menunjukkan bahwa: di

bolehkannya perempuan © a sendiri, beliau menyadarkan

pendapatnya atas seb dapat abu hanifa dengan model pemikiran

menjadikan

ah muslia terkait nikah i atakan tidak
dari kecamata magasid tersebut di
rasa aka mbulkan mudharat dari
gan Hakim

jilan Agama

ang. hasil penelti j : perti agama

awinan IIMI'R &M IH@E akad (pe

bahagia dan

kekal. Dalam aturan-aturan hukum is tentang perkawinan terdapat rukun dan
syarat-syarat sahnya suatu perkawinan, salah satu rukun perkawinan adalah adanya

wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi

>Ahmad Khadikasa’roni “Nikah Tanpa Wali” Ahwal Asyaksiah Fakultas Syariah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2014. (diakses pada tanggal 13 Maret
2019).
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calon mempelai wanita yang bertindak sebagai yang menikahkannya. Wali nikah itu
terdiri dari wali nasab, wali muhakkam dan wali hakim (adhal). Wali nasab yaitu pria
beragama Islam yang berhubungan darah dengan calon mempelai wanita dari pihak
ayah menurut Islam.

Tanpa adanya wali pernikahan tidak sah, akan tetapi akan semakin majunya

kehidupan manusia dan ketidakpah usia tentang perkawinan terutama bagi

umat islam maka banyak m Jak memenuhi rukun dan syarat
perkawinan. Permasa i ini adalah hal-hal yang
i,adhal dalam

ang dan tata

an i ggunakan metode pen idi plogis  yaitu

I penelitian hukum dik hukum atau
nda an yang berlaku d engan  fakta
gan melakukan wawancara dengan Nov 2laku hakim,

serta pe kepustakaan

N serta bu yokok-pokok

onulisan, setelah i analisa data tersek

dalam beMiR EM’]R’ES“ penelit

menujukkan
dhal dalam
perkawinan adalah keengganan ayah dalam menikahkan anaknya sehingga ditetapkan
wali berdasarkan pertimbangan hakim. Adapun tata cara dan syarat-syarat

perkawinan yang menggunakan wali adhal pada dasarnya sama dengan perkawinan
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pada umumnya namun yang menjadi wali nikah dalam hal ini bukan ayah tetapi wali
adhal yang telah ditetapkan hakim pengadilan agama.®®

Penelitian yang di lakukan Andriyani (Pelaksanaan Perkawinan Melalui Wali
Hakim di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan Kota Padang) Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis,
mengambil lokasi penelitian di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Kilangan
Padang. Hasil penelitian_menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pelaksanaan
perkawinan melalui wali hakim di KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Padang adalah
putus walipwalismafqud.atauwali.ghoib, anak.-luarkawin, dan.wali;adhal atau enggan
namun setelah dilakukan penelitian di KUA Lubuk Kilangan faktor yang ditemukan
adalah faktor putus wali, wali ghoib dan wali adhal. Pelaksanaan perkawinan melalui
wali hakim di KUA Kecamatan Lubuk Kilangan Kota | Padang meliputi
pemberitahuan kehendak nikah, pemeriksaan persyaratan nikah, pengumuman
kehendak nikah, pelaksanaan akad nikah, pembacaan taklik talak, penyerahan mas
kawin dan penyerahan akta nikah.

Kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perkawinan melalui wali
hakim yaitu masyarakat menginginkan pelaksanaan perkawinan dirumah masing-
masing,. kemudian jadwal pelaksanaan nikah tidak dapat ditepati secara disiplin,
keterbatasan tenaga dalam melaksanakan pengawasan.dan pencatatan nikah, adapun
kendala lain yang timbul setelah dilangsungkan perkawinan ternyata wali nasabnya
datang dan meminta kembali hak perwaliannya, dan wali yang menolak menikahkan

anaknya dalam hal ini diselesaikan di KUA oleh pegawai pencatat nikah.*

3 Hendrix Yona, “Pertimbangan Hakim Menetapkan Wali Adhal Dalam Perkawinan Bagi Para Pihak
Di Pengadilan Agama Kelas 1a Padang, Fakultas Hukum Unand, 58 hal, 2011 (diakses pada tanggal 15 desember
2018)

 Andriyani, pelaksanaan perkawinan melalui wali hakim di kantor urusan agama kecamatan
lubuk kilangan kota padang, ( di akses pada tgl 23 maret 2019)
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Beberapa penelitian diatas mempunyai persamaan dan perbedaan dengan
penelitian yang di lakukan oleh Andrayani dengan peneliti yakni tentang pernikahan
melalui wali hakim di KUA kemudian penelitian yang di lakukan oleh ahmad
khadikasa’roni yaitu pernikahan tanpa adanya wali, sementara penelitian yang di

lakukan oleh Hendry yonax dengan peneliti mempunyai kesamaan yaitu membahas

aitu analisa permasalahannya atau
alasan alasan pengangka : asi tempat penelitian, karena
1 terhadap penetapan wali
adhal digpengadilan..agamaspolewali. elitian ini bertujuan un mengetahui

tentang a wali adhal

nya maupun
artinya as-

an al-naf’u.

kal, keturpaxjﬁgﬁ RtLﬁrE:apai kete nyata antara

diturunkan
mempunyai tujuan kemaslahatan bagi manusia sebagaimana firman Allah swt dalam
al-Qur’an surah Al-Maidah ayat 15-16 disebutkan sebagai berikut:

Rachmat Safe’I, llmu Ushul Figih, (Bandung: Pustaka, 1998), h. 117.
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c‘L“S yas &3\“ \Md%wﬁjjﬁ,@‘%é;gﬁﬁ
M‘“j“ em ) eaias T ) el s

\— g\n

—1
Yo

Terjemahnya:
“Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan Kitab yang
menerangkan. Dengan kitab itulah Allah memimpin orang-orang yang
mengikuti keridhoan-Nya ke jalan keselamatan dan dengan kitab itu pula
Allah mengeluarkan dari k kepada cahaya yang terang benderang
dengan seizinnya dan ke jalan yang lurus.”

Para ulama fiki a hukum diturunkan untuk
kemaslahatan manusi irat. ara ulama kalam dalam

bun mereka

> tidak boleh dita’lilka ] : h. Jelasnya
n hukum yang tidak me
{ah

dapat dijadikan illat sebagai huk Ja saja bagi

sebagai suatu erakkan Alla apkan suatu

2.2.1.3 at Ketiga Segala huku ita’lilkan dengan m arena Allah

Sesungguhnya perbedaan paham ini hanyalah pada teori saja, tapi dalam
praktek semua mereka sepakat menetapkan bahwasanya segala hukum syara’ adalah
wadah kemaslahatan yang hakiki dan tidak ada suatu hukum yang tidak mengandung

kemaslahatan.

'*Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan (Bandung: Syaamil Quran,2013),h. 110
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Secara bahasa maga>s}id al-Syari>’ah terdiri dari dua kata yakni magashid
dan al-syari’ah. Maga>s}id bentuk jamak dari maqgshid yang berarti tujuan atau
kesengajaan. Al-syari’ah diartikan sebagai jalan menuju sumber air. Sedangkan,
syariah menurut terminologi adalah jalan yang ditetapkan Tuhan yang membuat

manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan kehendak Tuhan agar

hidupnya bahagia di dunia dan akhi
Jadi, dari definisi d maga>s}tid al-Syari>’ah adalah

at manusia. Maga>s}id
engkategorian
mas}lah{ah
bagi ke hentu iliki yang sangat
ak terpenuhi
(lam tajri
mas}a etidakadilan
al- ‘ummah)
ari siksa ne

dan ke tan di akhir. lak tercapai,

sebut masuk ga>s}id d}aruriyya

id dharuriyah me liharaan terhadap

41, keturdnan (haSab) der Rarta (e

Memelihara agama, berdasarkan kepentingannya, dapat dibedakan menjadi
tiga peringkat:'’
1. Memelihara agama dalam tingkat d}aru>riyyah, yaitu memelihara dan

melaksanakan kewajiban keagamaan yang masuk dalam peringkat

YKhairul Uman, Ushul Figih 11 (Bandung: Pustaka Setia, 1989), h. 128.
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primer, seperti melaksanakan shalat lima waktu. Kalau shalat itu
diabaikan, maka akan terancamlah eksistensi agama;

2. Memelihara agama dalam peringkat h}a>jiyyah, yaitu melaksanakan
ketentuan agama, dengan maksud menghindari kesulitan, seperti shalat

jama dan qgasar bagi orang yang sedang bepergian. Kalau ketentuan ini

tidak dilaksanakan ma 1engancam eksistensi agama, melainkan

dalam tingka iyyah, vyaitu mengikuti

sekaligus
misalnya
2.2.1.3 Z}u al-nafs)
berdasarkan tingkat ke kan menjadi
jiwa dalam tingkat d}aru ah, memenubhi

tuhan pokok up.

elihara jiwa nya berburu

atang untuk meni I, kalau ini

n manusia,

3. Memelihara jiwa dalam tingkat tah}si>niyyah, seperti ditetapkan tata cara
makan dan minum.

2.2.1.4 Memelihara Akal (hifz}u al- ‘aql)

Memelihara akal dari segi kepentingannya dibedakan menjadi tiga peringkat;

A, Achyar Aminuddin, Ushul Figih I (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 120.
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1. Memelihara akal dalam tingkat d}aru>riyyah, seperti diharamkan
meminum minuman keras karena berakibat terancamnya eksistensi akal.

2. Memelihara akal dalam tingkat h}a>jiyyah, seperti dianjurkan menuntut
ilmu pengetahuan.

3. Memelihara akal dalam tingkat tah}si>niyyah, seperti menghindarkan diri

dari menghayal dan m esuatu yang tidak berfaedah.
2.2.1.5 Memelihara Ketur
Memelihara

ari segi tingkat k a dibedakan menjadi tiga

disyariatkan

runan dalam tingkat h tetapkannya

utkan mahar pada wakt

turunan  dalam  tin h, seperti
a khitbah dan walimah dalam
2.2.1.6 hara Harta (h
hara harta da i ja a peringkat;
elihara harta dala aru>riyyah, seperti tentang tata

pemiliannErMbil harta dengan cara

2. Memelihara harta dalam tingkat h}a>jiyyah, seperti tentang jual beli
salam.
3. Memelihara harta dalam tingkat tah}si>niyyah, seperti ketentuan

menghindarkan diri dari pengecohan atau penipuan.
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Metode istinbat seperti giyas, istihn{sa>n, dan mas}lah{ah al-mursalah adalah
metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas maga>s}id al-
Syari>’ah. Qiyas misalnya baru bisa dilaksanakan bila mana dapat ditemukan
magashid al-sya’riahnya yang merupakan alasan logis dari suatu hukum. Sebagai

contoh kasus diharamkannya khamar dari hasil penelitian ulama ditemukan bahwa

maga>s}id al-Syari>’ah dihara mar karena sifat memabukkannya yang

merusak akal. Dengan de san logis dari diharamkannya
khamar adalah sifat v sendiri adalah salah satu
contoh @ metode qiyas
bahwa s

hatian yang

serius. ari itu, maga>s}id al- inya secara
ristinbat dari pemaha mana yang
wafagatnya adalah syar apai tingkat

Adatul Muha

oleh tabi’at
(perang lah sesuatau

atau perkataan yang terus menerus di an manusia, karena dapat di terima oleh
aka, dan manusia mengulang-ulanginya terus-menerus”
Para ulama mengartikan al-‘aadah dalam pengertian yang sama dengan al- Urf,

karena subtansinya sama.
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‘Urf adalah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan
kebiasaan di kalangan mereka baik berupa perkataan maupun perbuatan. Atau
kebiasaan atau hukum yang bersifat kedaerahan yang dapat saja bersanding dengan
hukum islam

Ibnu Rusyid mengunakan ungkapan lain, Yaitu:

“ hukum dengan biasa terjadi buk: jarang terjadi”.

Contoh: menetapkan hu namun tidak ada kejelasan

har, maka ke ahar berdasarkan pada

perkara
Inya penetapan dalam nikah, izin
nikah, i, perwalian, itsbat ni sebe . Penetapan

ntaria yang berarti buk ilan

hanya ada permohon tidak lawa . Didalam

gadili”, na kup dengan

di istilahkan
3 disana ada

hanya pemohon , yang memohon, yang

emohon untuk di tetapkan tentang sesuatu,
sedangkan ia tidak ada perkara dengan lawan. Karena penetapan itu muncul sebagai

produk peradilan atas permohonan pemohon yang tidak berlawan maka dictum

19 Habyby Almuzakki, Al-Aadatul Muhakkamah Blogspot. Com .
“"Mrdani hukum acara peradilan agama http://dariuslekalawo.blogspot.co.id/2015/05/apa-
perbedaan-putusan-dan penetapan.html (Diakses tanggal 20 september 2018).
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penetepan tidak akan pernah berbunyi menghukum melainkan hanya bersifat
meyatakan (declaratoir) atau menciptakan (constitoir).2

Penetapan yang dihasilkan oleh hakim hendaknya digali dari nilai-nilai
hukum yang ada di masyarakat agar putusannya dapat memenuhi rasa keadilan

masyarakat yang ada 35 Penetapan hakim yang berkualitas menuntut adanya.

perpaduan antara ilmu pengetah edge) dalam energi mental, energi

emosional, dan energi spir saan ilmu dalam energi-energi

tersebut akan menyen perasaan, dan keye hingga banyak penetapan

hakim didasarkan pada keyaki akimssPada - umumnyashakim, menetapkan
Kini harus
diubah u konstruksi

hukum bent paru melalui

putusan nnya

seb orang pemutus/penet : nan, harus

mempu mam profesional serta moral dan i inggi agar

mampu rminkan ras ian hukum.

Selain im harus kasi  serta

menjala peranan dan sta dapat diterima

berasal tnAhn m;anrﬁin berart

masyarakat.

yang lurus.

etapkan dan
diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah-Nya yaitu Muhammad agar Muhammad

saw. untuk hambanya yang memiliki tujuan suci agar mereka menaati tiga hal

* Fence M. Wantu, 2013, Kendala Hakim Dalam Menciptakan Kepastian Hukum, Keadilan,
dan Kemanfaatan Di Peradilan Perdata, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 25, Nomor 2, Juni,
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, h. 21
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prinsip, yaitu prinsip keimanan, baik yang berkaitan dengan akidah ibadah akhlak dan
maupun yang berkaitan dengan muamalah.”
2.2.2.1 Bentuk dan isi penetapan

Bentuk dan isi penetapan hampir sama dengan bentuk isi putusan walau ada

sedikit perbedaannnya sebagai berikut:

1. ldentitas pihak pihak pada dan pada penetapan hanya memuat

identitas pemoho ntitas termohon. Tapi termohon

aling paling bersifat dec

an di dahului kata k

maka pada
kata “menetapkan”
selalu di pikul oleh pemohon, sedangk A putusan di
ng akan kala di tanggung

t dan tergugat tetay lam perkara

awinan selalu pada au pemohon.

m penetMR&RrkReE‘nventie at ervintie atau

perbedaan ini disesuikan saja

2% Roihan A.Rasyid, hukum acara peradilan agama, (Yogyakarta: PT: Raja Grafindo Persada
1990) , h. 204.
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2.2.2.2 Kekuatan Penetapan

Putusan mempunyai tiga kekuatan dan berlaku untuk pihak-pihak maupun
untuk dunia luar (pihak ketiga) tetapi penetapan hanya berlaku untuk pemohon
sendiri, untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh hak daripadanya.

Contoh penetapan seperti pengesahan nikah bagi keperluan pensiun, pegawai negeri,

sipil dari suami isteri yang tidak antara keduanya, tetapi dulu dulunya

mereka kawin belum begi sehingga tidak pemmpunyai

akta nikah.

yang karena
tuk bertindak terhadap Dapatnya dia
atas nama orang lain. 3 ang lain itu

ada dirinya yang tidak i ertindak atas

dua pih i i laki i itu sendiri

elah baligh,
dan ber asing pihak
menginginkan pernikahan itu dilangs an.Ulama figh sepakat menyatakan bahwa

apabila seorang wanita yang telah baligh dan berakal meminta walinya untuk

24 Amir syarifuddin, hukumperkawinan islam di Indonesia(Jakarta: perdana media 2007) , h.
69.

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



20

menikahkannya dengan laki-laki yang sepadan, maka wali itu tidak boleh menolak
permintaan itu.

Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau gadi yang naibnya dapat
bertindak menjadi wali nikah bagi perempuan yang sudah balig, berakal, serta kepada

qufunya yaitu laki laki yang sebaya sepadan dalam kedudakannya dengan perempuan

itu berada dalam wilayah kekuasae ila semua wali dan hakim tidak ada,

maka kedua mempelai yaitu orang yang diangkat
hakim darurat untu r . Ora diangkat menghakam itu

harus orangsyangsmengerti h. perkawinanybaik-akhlaknya.dan-berlaku adil.”®

erbunyi: (1)

Wali ha u da dak sebagal wali nikah Ja atau tidak

ada mu eng atau tidak di ketahui t u gaib atau

adhal a gan. m hal adhal atau engg baru dapat
idak i wa etelah ada putusan aga ut. %

man , (Instruksi Presiden ahun  1991):

kum  Islam )07) Dalam

Hukum I onesia pasal

hakim. Dalam pa 2) diterangkan : hakim ialah

Dalam pasal 23 ayat (1) diterangkan bahwa “Wali hakim baru dapat bertindak
sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin

menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau

25 sudarsono, Pokok Pokok Hukum Islam, (Jakarta Pt:Rineka Cipta 1992), h. 603
284, Amir Nuruddin, Azhari Akmal Taringan, Hukum perdata islam di Indonesia (Cet:llI
Jakarta: kencana 2006) , h. 73
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adhal atau enggan”, dan dalam pasal 2 disebutkan “Dalam hal wali adhal atau enggan
maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan
Pengadilan Agama tentang wali tersebut.

2.2.3.2 Dasar Hukum Wali Hakim (adhal)
Wali hakim adalah wali nikah dari hakim atau gadi, rasulullah saw bersabda:

Artinya:
“Maka hakimlah seorang yang tidak ada
walinya (HR A a’i)”

atau khlifah
pemimg; pala Negara

untuk

berikut:

2T H.MA Tihani, fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap (Jakarta:PT Rajawali Pers, 2010)
h. 97.
%% Al Hafidz Abi Abdillah Muhammad Ibni Yazid Al Kozwini. Sunan Ibni Majah, h. 605.
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Terjemah:

“Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-
isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber’iddah) empat bulan
sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis “iddahnya, maka tiada dosa bagimu
(para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut.
Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.”?

penjelasan dari surah diatas menunjukkan bahwa akad nikah yang dilakukan

oleh wanita dan segala sesuatunya ye erjakan tanpa menggantungkannya kepada

wali atau izinnya adalah nyai hak penuh terhadap urusan

dirinya termasuk meni pantuan wali ya d disini adalah janda.
ini_sesuai dengan ‘azas penentuan hukum atau

menghi ; , tetapi tidak

ada wa : men esulitan itu

ikian juga sesuai denga isir ( mudah) dan

tahfif ( gga aturan seperti ini ¢ ali d memenuhi
konsep : anusia.
2.2.3.3 ngkatan wali hakim

uah akad ni ila wali nya

4. Wali agrabnya di penjara dan'tidak bisa di temui
5. Wali agrabnya adhal

6. Wali agrabnya berbelit belit atau mempersulit

?° Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan,
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7. Wali agrabnya sedang ihram

8. Wali agrabnya sendiri akan menikah dan

9. Wanita akan dinikahkan gila, tetapi sudah dewasa dan wali mujbir tidak
ada.

Wali hakim tidak berhak menikahkan Wanita yang belum baligh, Kedua belah

pihak (calon pria dan wanita) tida anpa seizin wanita yang akan menikah,
dan wanita yang berada di

Beberapa sebz : akim Pertama, tidak ada
wali nasek S o TN 2 yang tidak
m dan tiada

g tid punyai wali

yang akan menjadi wali erka . Rasulullah

jadi wali bagi peremp tida punyai wali

sah taraf atau anak angkat. A idak af atau anak

anak yang | awinan yang iranya anak

yang tic taraf itu per a dia kawin maka adalah wali

hakim ak itu di Anggap ti yai wali nasab. Se anak angkat

berasal alinya ialah
berdasa ' ali.

Ketiga, wali yang ada tidak kup syarat sekiranya wali agral tidak
mempunyai cukup syarat untuk menjadi wali maka bidang kuasa wali itu berpidah

kepada ab’ad mengikut tertib wali. Sedangkan syarat sah nya menjadi wali islam,

$0Tihami, Sahrani sohari, fikih munakahat kajian fikih nikah lengkap (Jakarta PT: Rajawali
Pers), h. 97-98.
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baligh, berakal, lelaki, adil, merdeka sekiranya satu satunya wali yang ada tidak itu
tidak juga cukup syarat dan tidak ada juga wali lain, maka bidang kuasa wali itu

berpindah kepada hakim.
2.3 Tinjauan konseptual

2.3.1 Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan dapat diarti dang. Hukum adalah kumpulan
peraturan perundang-u ang diturunkan oleh Allah

SWT. Tinjauan huk an atau tinjauan hukum

islam t jan merujuk
kepada
2.3.2 Pe

keputusan p perkara
permoh alnya penetapan dalam i nikah, izin
nikah, i, perwalian, itshat ni ; . Penetapan
merupa sungguhnya
karena Didalam
penetap kup dengan
mengg ata “me Kn =2
. PAREPARE

elah baligh,

dan berakal dengan seseorang laki-laki‘pilihannya, sedangkan masing-masing pihak

menginginkan pernikahan itu dilangsungkan. Ulama figh sepakat menyatakan bahwa

*! Imam taufik, Kamus Besar Bahasa Indonesian Pusat Bahasa, h. 544
$2Mardani Hukum Acara Peradilan Agama http://dariuslekalawo.blogspot.co.id/2015/05/apa-
perbedaan-putusan-dan penetapan.html, (Diakses tanggal 20 agustus 2018)
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apabila seorang wanita yang telah baligh dan berakal meminta walinya untuk
menikahkannya dengan laki-laki yang sepadan, maka wali itu tidak boleh menolak
permintaan itu.

Pengertian Wali hakim adalah seorang hakim atau naibnya bertindak menjadi

wali nikah bagi perempuan yang sudah bhalig, berakal, serta kepada qufunya yaitu laki

laki yang sebaya sepadan dalam ke a dengan perempuan itu berada dalam

wilayah kekuasaannya a tidak ada, maka kedua
mempelai harus me g diangkat hakim darurat

> orang yang

arahan suatu kehakim ok sebagai

und ng nomor 7 tahun 1989 ama, yang di
rubah d unda g nomor 3 tahun 200 bah dengan
undang ) no 0 tahun 2009 yakni menerim ngadili serta
perkara oran Islam. Pengac gama adalah
ansi yang c i : emen agama
lebih tua dari usi uncul sejak
berbarengan

bon dan lain

Peradilan agama adalah peradilan Islam di Indonesia, jenis perkara yang di

adilinya adalah jenis perkara menurut agama islam. Dirangkaikan kata islam dengan

%% Afdol Kewenangan Pegadilan Agama Berdasarkan Undang Undang No.3 Tahun 2006
Legislasi Hukum Islam Di Indonesia (Surabaya University Perss,2006), h. 91
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di Indonesia jenis perkara yang diadili tidak lah mencakup segala macam perkara
menurut peradilan agama secarah universal. Tegasnya, peradilan agama adalah
peradilan Islam limitative yang telah disesuaikan (dimutatismutandiskan) dengan
keadaan Indonesia. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa peradilan agama

adalah salah satu peradilan Negara di Indinesia yang sah, yang bersifat khusus, yang

berwenang dalam perkara perda ntu, dan hanya bagi orang islam di

Indonesia.**
2.4 Kerangka Pikir

Methods for

I bagaimana teori berh bagai faktor

atau va ang te 2nali (diidentifikasi) seba nting sekali.

u faktor dipertimbangka iteli pakan salah

satu pe i asalah, benar-benar dida
an sec iti : yang sudah

sn an i pendent) dan

Pengadilan

maka dibuat

% Sudarsono, Pokok Pokok Hukum Islam(Jakarta Pt:Rineka Cipta 1992), h. 603
%5 J Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 195.
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Bagan Kerangka Pikir:

Penetapan Wali Adhal di Pegadilan
Agama Polewali Mandar

A 4

Wali Adhal Teori Maslahah

v

» Melindungi
keturunan

> kemaslahatan

A 4

»  Sebab-Sebab atau
Alasan-Alasan Wali
Adhal

>  Wali Hakim

Tinjauan Hukum Islam Penetapan
Hakim tentang Permohonan Wali
Adhal Studi Kasus Perkara

Nomor.526/Pdt.P/2014/Pa.PwlI

PAREPARE
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BAB Il
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) maka metode

pelaksanaan penelitian yang relevan adalah bentuk yang menggunakan data kualitatif.

Penelitian kualitatif merupakan kegiatan yang sistematis untuk

memperoleh jawaban pern Metode ini dimaksudkan untuk
Hukum Islam terhadap

ng digunakan

3.2 Lo elitian
n kali ini, peneliti m njadi lokasi

di Pengadilan Agam

in di cari jé nya melalui

liti pada awal pene arena fokus

berfungsi member al-hal yang

eneliti teIPA\mEIBhﬂE penetep:

adhal wali
ara Nomor.
526/Pdt.P/2014/PA.Pwl.
3.4 Jenis Sumber Data
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) karena data
diperoleh dari lapangan. Sedangkan sumber data diperoleh dari data primer dan

sekunder.
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3.4.1 Data Primer

Data primer, yakni data empiris yang bersumber atau yang didapatkan secara
langsung dari Hakim dan Panitera Pengadilan Agama Polman,
3.4.2 Data Sekunder

Data sekunder yaitu data pendukung yang telah tersedia dimana penelitian

hanya perlu mencari tempat untu nya. Penelitian ini data sekunder yang

diperoleh adalah data p i. buku/literature, situs internet

serta informasi dari pi han ini.

sistematik
peroleh data yang . penelitian

metode pengumpul ain  sebagai

g i adap objek
Japat dilihat,
is bertindak

pengamatan

3.4.2 Wawancara

**Burhan bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012)
h.38.
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Wawancara (interview) Proses wawancara dilaksanakan secara berkala
dengan orang-orang yang berkompeten dengan skripsi yang penulis bahas.*” Adapun
pihak pihak yang dimaksud adalah hakim di pengadilan agama polewali mandar.
3.4.2 Dokumentasi

Dokumentasi Yaitu usaha untuk mendapatkan data dengan mengambil

dokumen-dokumen, catatan-catatar ip-arsip dari berbagai kegiatan. Teknik
dokumentasi ini akan pen

adhal.

eh data tentang penelitian wali

a mengenai

hal-hal notulen dan
lain sek denga t g diteliti.®
Dalam dok I dilakukan terhadap b a baik yang
berasal Pen Agama Polewali ber i an Nomor.
aupun melalui  penelu ahan ka, dengan

ip data dari sumber yang sudah beru atur-literatur

gan dengan turan perund dangan yang

ada ma ik elitian.

analisis data deskriptif kualitatif, yaitu melukiskan secara sistematis, faktual

dan akurat mengenai fakta-fakta yang di peroleh. Proses analisis di mulai

%7 Sumardi Suryabrata, Metodogi Penelitian (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Cet. 1X, 1995). h 84.

%8Suharsimi  Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta:
Rieneke Cipta, 2002). h.206.
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dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari hasil wawancara di
gunakan untuk menguraikan secarah naratif temuan agar dapat diketahui

semua alasan pemohon tentang wali adhal di Pengadilan Agama Polman.

13l

PAREPARE
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BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Pengadilan Agama Polewali Kelas 1 B

-21334

wali.net

li@pta-makassarkota.go.id

W atu kesatuan
a dan Madu Kalimantan

di berbagai daerah pemerintah

UU darurat yang pada

Sistensi PP!N ngE,P*LREjilan Aga

merupakan

mun UU ini

pemerintah

Peraturan inilah yang menjadi dasar terbentuknya Peradilan Agama diluar

Jawa dan Madura yang kemudian ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri Agama

No. 23 Tahun 1960 yang merupakan landasan pembangunan dan pembentukan

32
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Pengadilan Agama di Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat, termasuk didalamnya
Pengadilan Agama Polewali.
Pengadilan Agama Polewali berdiri dalam kondisi yang serba minim, minim

sarana prasarana dan sumber daya manusia. Atas inisiatif generasi awal Pengadilan

Agama Polewali, antara lain: K.H..l in Tahir (Ketua), K.H.Husain Bahtiar dan
K.H.Muchtar Badawi mak pelayanan masyarakat dengan
memanfaatkan kolong H. A yang ketika itu dipercaya
engadilan Agama Polewal
an, aktivitas

simal. Tahun

olewali secara resmi anen yang

wasih, Pekkabata, Ke Ketika itu,
ali dipimpin oleh K.H BA selaku

ga tahun 1983.

beberapa ta ksana tugas,
ama Polewali leh seorang
Kadir, deng im definitif,

an Dra. ZP*:{RaE P R*En Agama

Agung I ah sejumlah

tahun 1983

finitif, yaitu

Drs. H. .H. Muchtar

Mahkamah

tokoh aga
mendampingi Hakim Pengadilan Agama Polewali sebagai hakim honor. Mereka
antara lain, K.H. M. Arif Liwa, BA (Kasi Urais Kandepag Polmas), Drs. H.
Alimuddin Lidda (Kasi Kepegawaian Kandepag Polmas), H.M. Yunus Bego (Kepala

Kantor Urusan Agama Polewali).
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Aktivitas pelayanan masyarakat, selain dilaksanakan oleh sejumlah hakim,
juga dibantu unsur kepaniteraan dan kesekertariatan, seperti: Husain Bachtiar sebagai
Panitera Kepala, Drs. Muchtar Made, Hakim Nur, Achmad Jumain, Najamuddin

Hanafi, M. Yunus, Najmah Najmuddin BA, dan Syafruddin Sundding.

Dengan perkembangan yan akin pesat, terutama dengan lahirnya

Undang-Undang Nomor 7 Peradilan Agama yang semakin
maka Kantor Pengadilan
dan tidak memadai, maka
Departe antor yang

baru di

dang-Undang Nomor 3
ya semakin kokoh ng tersebut
ga peradilan, dalam ha
aha Negara dan Peradilan ; ap di bawah

yi menegaskan pengalihan
ma selesai d akan. paling
lambat Nomor 21
Tahun 2
, maka pada
tahun anggaran 2011 hingga 2012 Pengadilan Agama Polewali mendapatkan
anggaran rehabilitasi kantor untuk penyesuaian bentuk prototipe Mahkamah Agung.
Maka mulai Oktober 2012, Pengadilan Agama Polewali telah tenang bekerja dengan

gedung yang terbilang indah di Kabupaten Polewali Mandar di bawah komando
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Ketua Drs. H. Hasbi Kawu, M.H. Tanggal 13 Februari 2014 Drs. H. Hasbi Kawu,
M.H. mendapat promosi dilantik sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Kabupaten
Madiun kelas | B, kemudian Ketua Pengadilan Agama Polewali dijabat oleh Drs.

Kamsin, M.H. sampai tanggal 29 Setember 2015, dilanjutkan Dra. Hj. Nurlinah,

M.H., wanita pertama yang mendud a Pengadilan Agama Polewali .

Di masa beliau dile nan untuk meraih sertifikat 1SO

9001 2015. Berkat ker ua hakim da di bawah komando Ketua

ultan Wawan Widiatmoko,

Yanita ific Certification Limit i Austaralia

uhi syarat untuk meneri D1 2015.%

dilan Agama Polewali

emiliki Visi si tersendiri.

ali dapat di lihat p le berikut:

4.1.2.1 Visi

** PA Polman, Sejarah Pengadilan Agama, https://polman.go.id (diakses pada tanggal 5 mei

2019).
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Misi adalah sesuatu yang harus dikembangkan atau dilaksanakan
sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana
dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut di atas,

maka Pengadilan Agama Polewali menetapkan misi-misi sebagai

berikut:

v Mewuj derhana, cepat, biaya ringan

anakan tertib administra:
ektif dan efisien.
upayakan tersedianya saran

dalam Undang-undang Nomor 7 tahun

Misi

adilan yang
menyele ana tersebut
989 Tentang Peradilan Agama, yang dirubah
dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-

undang Nomor 50 tahun 2009, yakni : Menerima, memeriksa dan mengadili serta
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menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang :

4.1.3.2 Perkawinan
4.1.3.3 Waris
4.1.3.4 Wasiat
4.1.3.5 Hibah
4.1.3.6 Wakaf

4.1.3.7 Zakat
41338
4139
4.1.3.10

41.4 ama Polewali Kelas IB

pokok dimaksud di \gama juga
mempu i lain sebagai berikut :
4141 a perkara se ya
4142 ksa perkara sesuai yang berlaku

4143 lili serta men i dengan Pe Perundang-

4144

administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perlengkapan, keuangan,
kepegawaian, dan pembangunan.
4.1.4.5 Mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku

Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita
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Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan
seksama dan sewajarnya.
4.1.4.6 Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam

kepada instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana

diatur dalam pasal 52 ayat -undang nomor Undang-undang Nomor

7 tahun 1989 Ten ang dirubah dengan Undang-
dengan Undang-undang

4.1.4.7

alam pasal 107 ayat (2) mor 7 tahun

lan Agama, yang diruba dang Nomor

rakhir dirubah dengan or 50 tahun

41438 lan deposito

4149 hukum, dan

memberikan

Dalam suatu lembaga atau organisasi pasti terdapat struktur organisasi yang
di bentuk dengan tujuan untuk mengorganisir kegiatan dan tugas yang ada di
dalamnya. Pada Pengadilan Agama Polewali kekuasaan tertinggi terletak pada Ketua

Pengadilan Agama dengan di bantu oleh para hakim dan membawahi sekertaris,
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panitera sampai kepada jabatan fungsional yang ada. Adapun struktur orgaisasi pada

Pengadilan Agama Polewali Kelas IB yaitu

Gambar. Struktur Organisasi Pengadilan Agama

k.

Drs. H. Hasbi, S.H., M.H.

Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.
Dra. Hj. Nailah B., S.H., M.H.

Rajiman, S.H.l.

Nirwana, S.H.I
Achmad Sarkowi, S.H.I.
Samsidar, S.H.I.

|

Nasruddin, S.Ag.

Drs. M. As'ad

Panitera Muda Hukum

415

Hj. Farida, S.H.

| Sekretaris

39

Drs. Sayadi Dra. Hj. Hasnawiyah Moh. Anshari, 5.Kom. Misna Surya AS., S.H.
T : il i Kasubag. K ian,
| Panitera Muda Gugatan l Panitera Muda Permohonan | | e T:';TIIW o] omani::gzgn::t?f:kz::a

Rahmawati, S.H.I.

Dra. Hj. St. Rukiah
Candra Wardana, SH. |
Sarinah S., S.H.

Panitera Pengganti

H. Musni HM., S.Ag.

Maskun, S.H.
Muallim, S.H.
Hj. . Tarida, S.H.

Jurusita/Jurusita
Pengganti

tensi ReIRAﬁnﬁE Bﬁ“&ll Kelas

Abdul Samad, S.H.

Keuangan

awre u 1awe o e = o« JTE PAREPARE

OF ... = .

uti wilayah

Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa yang masing-masing memiliki

beberapa Kecamatan.



4.1.5.1 Kabupaten Polewali Mandar terdiri dari beberapa kecamatan yaitu:
1. Kecamatan Allu

2. Kecamatan Anreapi

3. Kecamatan Balanipa
4. Kecamatan Binuan

5. Kecamatan B

16. Kecamatan Wonomulyo

40
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4.1.5.2 Kabupaten Mamasa terdiri dari beberapa kecamatan, yaitu:
1. Kecamatan Aralle

2. Kecamatan Bambang

3. Kecamatan Balla

4. Kecamatan Mamasa

5. Kecamatan Mam

6.

7.

8.

9. Pan

10. Sese g

11, Sumarorong

12, Padang 'Zlﬂ
13, Tabulahan

14 . PAREPARE

15.
4.1.6 Kompetensi Absolut Pengadilan Agama Polewali Kelas 1B

Kompetensi Absolut (absolute competentie) adalah kekuasaan yang
berhubungan dengan jenis perkara dan sengketa kekuasaan badan peradilan.

Kekuasaan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus,
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dan menyelesaikan perkara perdata tertentu dikalangan tertentu, yaitu orang-orang
yang beragama Islam. Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal
49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009

tentang Peradilan Agama yang pad berpokok pada:

1. Perkawinan

Dalam per, wewenang Penga ma diatur dalam atau

3. S perkawinan bagi oran ia 21 tahun

, wali, atau keluarga d i a perbedaan

" i
5. ahan perkawi

6. an perka\ﬁeRIﬁDE\pwtﬁtE(ah

8. Gugatan kelalaian atas kewajiban suami atau isteri;
9. Perceraian karena talak;
10. Gugatan perceraian;

11. Penyelesaian harta bersama;
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12. Ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak

yang seharusnya bertanggung jawab tidak memenuhinya;
13. Penguasaan anak-anak;

14. Penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas

isteri atau penentuan sua gi bekas isteri;

15. Putusan tentang

17.
18 | kekuasaan
19. ali dalam hal seorang up umur 18
n yang ditinggal kedua al tidak ada
kan wali ole anya
20. )anan kewaji yang ada di
21. Jkatan anak

22. Putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan

perkawinan campur; dan
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23. Pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang
No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang

lain.

24. Waris

Dalam perkara waris, dan wewenang Pengadilan Agama
disebutkan berdasarkan ng-Undang Nomor 3 Tahun
2006 tentang Peru

Peradila

nai harta peninggalan;
masing-masing ahli wa

ilan atas permohonan s : entuan siapa

g menjadi ahli waris, dan penentuan bagian-

Peradile berperkara
dapat akan dalam
pembag ang-Undang

tersebut

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dijelaskan, bilamana pewarisan itu dilakukan berdasarkan hukum
Islam, maka penyelesaiannya dilaksanakan oleh Pengadilan Agama. Selanjutnya

dikemukakan pula mengenai keseragaman kekuasaan Pengadilan Agama di seluruh
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wilayah nusantara yang selama ini berbeda satu sama lain, karena perbedaan dasar
hukumnya.
Selain dari itu, berdasarkan pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989

tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama juga diberi tugas dan wewenang untuk

menyelesaikan permohonan pemba arta peninggalan di luar sengketa antara
25. Wasiat

Mengenai

seseorang
orang lain atau lemb ang berlaku

ut meninggal dunia.” ang tersebut

tidak tentang wasiat. Kete jatur dalam

1 Tahun 1991 tentang K lam (KHI).

alamnya adalah te yarat orang

n wasiat mul aku, di mana

wasiat bagaimana
jelas siapa
yang a engenai hasil

investasi, pencabutan wasiat, bagaimana jika harta wasiat menyusut, wasiat melebihi
sepertiga sedang ahli waris tidak setuju, di mana surat wasiat disimpan, bagaimana
jika wasiat dicabut, bagaimana jika pewasiat meninggal dunia, wasiat dalam kondisi

perang, wasiat dalam perjalanan, kepada siapa tidak diperbolehkan wasiat, bagi siapa
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wasiat tidak berlaku, wasiat wajibah bagi orang tua angkat dan besarnya, dan wasiat
wajibah bagi anak angkat serta besarnya.
26. Hibah

Penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan definisi

tentang hibah sebagai: “pemberia da secara sukarela dan tanpa imbalan

dari seseorang atau bada ain atau badan hukum untuk
dimiliki.”

iregulasi secara rinci -Undang a quo. la

hukum , di mana hibah dilaku dihibahkan,
hibah o , kapan hibah harus me li waris, dan
hibah y: wilayah Republik Indo
27.
dalam penj Nomor 3 Ta 06 dimaknai
atan seseor: 0 ang (wakif) memisahkan
dan/ata erahkan seba i a untuk dima n selamanya
atau u a keperluan

gka WakP*n EJP*gnlEentingann
!_F

ibadah af ini tidak
dijelaska

Ketentuan lebih luas tercantum' dalam KHI, Buku Ill, Bab | hingga Bab V,
yang mencakup 14 pasal. Pasal-pasal tersebut mengatur: Ketentuan umum, yaitu
definisi wakaf, wakif, ikrar, benda wakaf, nadzir, Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf;

fungsi wakaf; subjek hukum yang dapat mewakafkan harta bendanya; syarat benda
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wakaf; prosedur mewakafkan; syarat-syarat nadzir; kewajiban dan hak-hak nadzir;
pendaftaran benda wakaf; perubahan, penyelesaian dan pengawasan benda wakaf.
Khusus mengenai perwakafan tanah milik, KHI tidak mengaturnya. la telah
diregulasi empat tahun sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977,

lembaran negara No. 38 tahun 1977 te Perwakafan Tanah Milik.

29. Zakat

pengaturan

zakat telah diatur te ang-Undang

Lembaran Negara No D99 tentang

garis besar, isi Undang ini Pemerintah

campur tangan dalam bi zakat mencakup:

zakki, musta amil zakat;

olaan zakat; or elolaan zakat; pe ulan zakat;

zakat; pe zakat; da i terhadap

006 diartikan
dengan: “perbuatan seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain guna menutupi
kebutuhan, baik berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan rizqi
(karunia), atau menafkahkan sesuatu kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlash, dan

karena Allah Subhanahu Wata’ala.”
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Kewenangan Pengadilan Agama ini belum pernah diatur secara tersendiri
dalam bentuk peraturan perundang-undangan, dan dalam Undang-Undang ini juga tak
diatur lebih lanjut.

31. Shadagah

Mengenai shadagah diarti ai: “Perbuatan seseorang memberikan

sesuatu kepada orang lain m secara spontan dan sukarela
tanpa dibatasi oleh mlah tertent ngharap ridha Allah dan

pahala semata.”

iartikan dengan: “Per ; usaha yang

dilaksa syari’ah.” Adapun Ke ain:

>

baga Keuan

ransi Syari’a

suransi Syari

/ari’ah;

8. Pembiayaan Syari’ah;

9. Pegadaian Syari’ah;

10. Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari’ah; danBisnis Syari’ah.
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4.2 Prosedur Penetepan Pengadilan Agama Polewali Tentang Permohonan

Wali Adhal 526/Pdt.P/2014/PA.Pwl.
Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara

permohonan (volunter), misalnya penetapan dalam perkara dispensasi nikah, izin

nikah, wali adhal, poligami, p itsbat nikah, dan sebagainya. Penetapan
merupakan jurisdictio arti bukan  peradilan  yang

ermohon tidak ada lawan

erkara yang
a tidak ada
t. Sehingga
yang tidak

ain bersifat
ptakan suatu
keadaan hukum. Kekuatan pemohon hanya berlaku untuk pemohon itu sendiri,

untuk ahli warisnya dan untuk orang yang memperoleh dari padanya.*’

“ pak Mukhtar hakim PA polwali, Wawancara pada tanggal 10 juni 2019
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“Menurut pak Sarkowi selaku hakim pengadilan agama polewali, wali adhol
adalah wali yang enggan atau menolak menjadi wali dalam pernikahan anaknya.**
Karna kehendak sorang perempuan atau bakal calon mempelai perempuan dengan
kehendak walinya sering mengalami perbedaan termasuk soal pilihan calon suami,
ada yang sama-sama setuju atau mengijinkannya dan ada juga wali yang menolak
pilihan anaknya karna orang tua memiliki alasan lain yang bersifat prinsip dalam hal
ini calon mempelai perempuan dapat mengajukan permohonan kepengadilan agama
agar pengadilan agama dapat menetapkan bahwa wali nasabnya telah adhal.

Berdasarkan hasil wawan eorang wali atau orang tua tidak mau
menikahkan anaknya a ali dalam perkawinan anak
perempuaanya denga laik-laki menjad anaknya. Sementara salah
satu persyaratanpata 1 e [ adalahgadanyagpwaligsehingga, ada yang

angsungkan

K menjadi han, dengan

catatan ermohonan ke Pengadil seperti pada

ngan alasan

lai laki-laki

perkara oleh penulis, yakni pe

dimana b seakan-akan mempe

dengan annai yang begitu mahal, sehi akinya tidak

sanggug

2014 sampai

ian wali adhol dari

ot UJdld

berikut:

* pak sarkowi hakim PA Polewali, wawancara pada tanggal 7 juni 2019
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NO TAHUN JUMLAH PERKARA
1. 2014 7 PERKARA

2. 3 PERKARA

3. 4 PERKARA

S. RA

permoh

mempe S im dari tahun tahun 2

adalah
bahwa
3 tahun 2015

ada seb:x perkara.

menikahkan anak perempuanya adapu

dilihat sebagai berikut:

a Pengaadilan Agama

. Kemudian jumlah ter
wali adhol telah di putus pa

di putus, da

lah perkara permoh etapan wali adhal ya

lah perkara
yang telah
tahun 2016
at diketahui

a 7 perkara,

tahun 2016

diadili dan

dijelaskan

ua menolak

dari beberapa alasan alasan tersebut dapat
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No Nomor Perkara Alasan Keterangan
1. | 206/Pdt.p/2014/PA.PwI Karena biaya yang diminta oleh | Dicabut
pemohon tidak sanggup oleh
2. Dikabulkan
3. Dikabulkan
4. Karena ayah Dikabulkan
menjodohkan
pemohon
5. Dicabut
6. Dikabulkan

menjadi  wali dalam malah
menyuruh pemohon ke
pengadilan agama untuk
mengajukan permohonan wali

adhol
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7. | 526/Pdt.p/2014/PA.Pwi Karena biaya yang diminta oleh | Dikabulkan

orang tua pemohon tidak

disanggupi oleh calon mempelai
8. | 083/Pdt.p/2014/PA.Pw Dikabulkan

pemaohon.
9. Karena calon Dicabut
10. Tidak dapat

di terima
11.
I pemohon mencari calon

suami terlebih dahulu

12.| 168/Pdt.p/2014/PA.PwI Karena calon suami pemohon | Dikabulkan

tidak memiliki pekerjaan tetap.
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Karena biaya yang diminta oleh | Dicabut
13.| 311/Pdt.p/2014/PA.Pwi orang tua pemohon ftidak di
sanggupi  oleh calon suami
pemohon
k merestui pemohon
14.| 564Pdt.p/2014/PA.P Dikabulkan

miliki pilihan

ikahkan anaknya dan

kan onan ke pengadilan agama.

a tidak mau karena biaya

tidak di sanggupi i laki-laki.

a ingin menjo kerbatnya.

a sangat F‘nnkE annEmelanjut

tetap.

IS

Walinya tidak mau menikahkan anknya jika bukan dengan lelaki pilihannya.

*2 pak jabbar hakim polewali pengadilan agama polewali wawancara 7 juni 2019
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7. Walinya dalam hal ini ayahnya, imgin jika pernikahan anaknya dilangsungkan
di rumahnya bukan di rumah ibunya sementara calon mempelai perempuan
bersih keras untuk melangsungkan pernikahannya di rumah ibunya.

8. Walinya tidak suka karna calon mepelai laki-lakinya sudah duda kemudian

sudah punya anak tiga
9. Walinya mengingi lai laki-lakinya agar mencari

pekerjaan terl

ukhtar selaku hakim adilan Agama Polewali

selaras

) perempuan
mengalami
nyai pilihan
gin menikah

A, dari segi
yang diminta oleh oran puan sangat
ang pannai dalam per i sebut uang
hal-hal yang lain yan eorang wali
an anaknya, dalam hal perempuan

ohonan wali adhol
aku hakim dam memutuskan

a. adapun
panyak yang
but tidak di
t terjadi hal-
empat.”

ali adhol di

ama Polewali ia“ w erupaka produk dari

GPA i i Jah menjadi
nya terdapat
pemohon, tidak terdapat lawan atau fadak di temukan lawan melainkan hanya
pemohon saja kemudian tanggapannya menganai wali adhol sebaiknya di

pertimbangkan dengan baik karena banyak hal yang dikhwatirkan apabila tidak

*3 pak sarkowi hakim pengadilan agama polewali wawancara pada hari 7 juni 2019
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pertimbangkan dengan baik dan mereka selaku hakim sangat memperhatikan hal
tersebut. Karena ada-ada saja hal-hal atau alasan-alasan sehingga enggan menikahkan

anaknya.

Permohonan wali adhol di Pengadilan Agama di selesaikan menurut undang-

undang nomor 7 tahun 1989 tentz an Agama yang tunduk pada asas-asas

hukum acara peradilan agz

“Wawancara
penyelesaian suatu |
dalam persidangan

Pada dasarnya
3 polewall hanya terjadi
i apa_proses untuk

ugatan dan salinanya.
njar.
(Surat Kuasa Untuk M

n mem

unas.
am reai

ngan nomor

c. Menyerahkan kembali kepada pemohon satu helai surat permohonan.

* pak Sayadi panitera di pengadilan agama polewali (wawancara tanggal 7 juni 2019)
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d. Mengatur berkas perkara dan menyerahkan kepada ketua melalui wakil
panitera dan panitera.
Ketua pengadilan agama

a. Mempelajari berkas

b. Membuat PHM (peneta is hakim).

Panitera

rkara.

kepada meja Il dan ka engan tugas

t dari hakim.

ak yang tide

PAREPARE

d. Menetapkan kekuatan hukum.
e. Meyerahkan salinan kepada pemohon dan pihak-pihak terkait.

f.  Menyerahkan berkas yang telah dijahit kepada panitera hukum
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Panitera muda hukum
a. Mendata perkara.
b. Melaporkan perkara.

c. Mengarsipkan berkas perkara.

Sedangkan perjalanan sid itur sebagai berikut:

hon dan wali.

mohon agar

perdamaian itu tidak b tkan dengan
rat permohonan.
ktian , yaitu pemeriks i pukti berupa
n saksi-saksi.
wali enggan

pemohon

merugikan

perkawinan,

maka permohonan di tolak.

Berdasarkan prosedur pendaftaran atau pengajuan perkara di Pengadilan

Agama Polewali dapat disimpulkan bahwa ada beberapa tahapan yang harus di lalui

seperti yang telah diurai di muka peratama meja I, meja Il, dan meja Il meja ini
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memiliki fungsi masin-masing atau tugas masing-masing yang berbeda seperti yang

telah di urai diatas satu persatu.

“Menurut Hj. Naila selaku hakim di pengadilan agama polewali Sebelum di
uraikan penetapan pengadilan agama polewali tentang permohonan wali adhol
dalam perkara nomor Nomor.526/Pdt.P/2014/PA.Pwl, terlebih  dahulu
dideskripsikan bahwa di pengadilan agama ada dua jenis perkara yaitu”

1. Perkara Volunteer, yai ifatnya mengandung permohonan

sepihak tidak ihak lain. Sehingga tidak
melibatkan pi i mnya adalah penetapan.
ak saja yang
andung s eta. Pihak dalam perkara vol U t permohon.

ohon Il dan

Perkara Volunteer maupun perkara kotentius harus memenuhi 3 syarat yaitu:

e ldentitas pihak terdiri dari 5 diantaranya nama, umur,
agama,pekerjaan,domisili atau alamat suatu perekara permohonan.

e Pondamentum petendi (Posita permohanan) yang dimaksud

pondamentum adalah suatu permohanan atau gugatan di syaratkan
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hanya memuat alsan-alasanhukum serta, hunumgan hukum dengan
pihak-pihak yang terkait, jadi merupakan dasar dari pada suatu

permohonan.

Adapun penetepan Pengadilan. Agama Polewali yang memeriksa dan

mengadili perkara. Tertentu pada a, telah menjatuhkan penetapan atas

perkara permohonan wali Ramliah binti Abd. Rahim,

umur 20 tahun, aga , pendidikan S aan tidak ada, bertempat

tinggal di desa Lambe, Kecamatan inambungpkKabupaten-PolewalisMandar. Setelah

ohon maka hakim me

1. onan pemohon;

2. a wali pemohon;

3. Ramliah binti A langsungkan

4. ) Kabupaten
Abd Rahim

5. 351.000, 00

“ Hj Naila Hakim Pengadilan agama Polewali Wawancara Pada Tanggal 10 Juni 2019
*® pak Njmi fajri hakim pengadilan agama polewali pada penetapannya.
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Setelah penetapan tersebut di bacakan oleh ketua majelis, maka sidang untuk
perkara ini di nyatakan selesai dan di tutup. Demikian penetapan pengadilan agama

polewali dalam menetapkan perkara wali adhol Nomor. 526/Pdt.P/2014/PA.Pwl.*’

4.3 Pertimbangan Hukum Hakim. Pengadilan Agama Polewali Tentang

Permohanan Wali Adhal.

4.3.1 Dasar Pertimban engabulkan Perkara Wali

amliah bin abd. Rahim umur 20 tahun, Ag ame Pendidikan
ambe, (dekat
Karama, rumah ima Desa Lambe
inambung, Kabupaten i mengajukan

wali adhol di Pengadila a Pole elanjutnya di

Bahwa pemahon ahan secara

Islam deng co bin Aco

ah kandung
ur 45 tahun,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di
di Dusun Talolo (dekat Masjid Al Anwar), Desa Mapilli, Kabupaten

Polewali Mandar ;

* Penetapan pengadilan agama polewali Nomor 526/Pdt.P/2014/PA.PwI tanggal 8 desember
2014,h9
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3). Bahwa ayah kandung pemohon tidak bersediah menjadi wali nikah,
dengan alasan karena biaya yang diminta oleh orang tua pemohon
tidak bisa disanggupi oleh calon suami pemohon;

4). Bahwa keluarga yang dituakan pihak calon mempelai laki-laki

bernama Muhamm telah melakukan pelamaran pada
keluarga ca ada tanggal 28 November 2014
eh ayah kandung n sendiri namun ayah calon
arena biaya yang diberikan
untuk biaya
Bah hon dengan calon suam g mengenal
seja .

Bah la pemohon tidak dinik Asmunanda

Aco

co Asonne, maka besar ke rjadi hal-hal

yang tidak kebiasaan
setempat;
Bahwa pe a untuk di
ne , namun
ali pemohon
Desa Karama
kemudian Imam Desa Karama melaporkan ke Kantor Urusan Agama
Kecamatan Mapilli dengan alasan menolak untuk melangsungkan
pernikahan antara pemohon dengan lelaki Asmunanda Aco bin Aco

Asonne dengan alasan wali pemohon tidak bersedia memberikan

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



63

perwaliannya dengan Nomor Kk.31.03.00 PW.01 32 V 2014
tertanggal 3 Desember 2014 yang di keluarkan oleh Kepala Kantor
Urusan Agama Kecamatan Mapilli.

8). Bahwa dengan tidak diterimanya lamaran lelaki Asmunandar Aco bin

Aco sonne tersebut.n i.terhalang karna ayah kandung pemohon

tidak bersedi arnikahan pemohon dengan lelaki

segera di
sele

Bah pemohon dan laki-laki Aco Sonne

tida langan untuk menikah okum syara’
mau ngan undang-undang ya
wa Berdasarkan alasan-ala as pemohon
mohon kepa ama Polewal ajelis hakim
yang memer rkenan memutuska al berikut:

bulkan permo

Menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten
Polewali Mandar untuk menikahkan pemohon (Ramliah Binti Abd Rahim)
dengan lelaki Asmunandar Aco bin Aco sonne).

Membebankan biaya perkara menurut hukum.
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Dan apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan
perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya.
Bahwa pada hari sidang telah di tetapkan permohonan telah hadir

sendiri di persidangan, sementara wali pemohon tidak hadir di persidangan

meskipun ia telah di panggi esmi dan patut dan ketidak hadirannya

tidak ternyata kemudian pemeriksaan perkara
ohon dalam persidangan

ahankan oleh pemohon.

Mapilli, Kabupaten Ma

4 di

14, bertanggal 03 Dese
ping bukti surat terse oho mengajukan
di persidangan yang mas sing
pah menurut igama islam
Abd Rahma r 46 tahun,

Sepa Batu,

andar, pada

Bahwa saksi kenal pemohon bernama Ramliah;
- Bahwa saksi kenal pemohon sejak saya di utus pihak orang tua laki-laki
untuk melamar pemohon;

- Bahwa calon suami telah melamar dan di terima baik;
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- Bahwa keputusan pihak kedua orang tua pemohon, masalah lamaran
sudah di terima dan minta waktu untuk musyawarah dengan keluarga
pemohon;

- Bahwa sepulang dari melamar di rumah orang tua pemohon, pemohon

datang di rumah imam i wilayah lelaki Asmunada Aco untuk

meminta untu laki tersebut, sehingga imam

tersebut a mapilli member kabar

ymun belum

ak laki-laki

i utus lagi membicar

apa nilai uang yang
a pemohon atau rumah : empuan, dan

aikan bahwa pemohon men

gama Islam,
Tinambung,

an sebagai

- Bahwa saksi kenal pemohon bernama Ramlia

- Bahwa saksi kenal setelah dating kerumah saya
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- Bahwa pemohon dating di rumah saksi untuk dinikahkan dengan seorang
lelaki bernama Asmunadar kemudian saksi mendatangi orang tua
pemohon di rumahnya untuk menjadi wali pemohon

- Bahwa jawaban orang tua pemohon tetap tidak bersedia menjadi wali

karena orang tua pemoha ah terhadap perlakuan anaknya yang lari

kerumah saksi, b
- Bahwa orar ohon sudah tau nohon sudah hamil, karena
di rumah orang tua muntah-muntah dan

ohon untuk

h dua kali datang keru
setelah pemohon di r

n,

pekerjaan calon suami pe , sak tau, namun

i tersebut su ina rumah ta

terhadap ket I tersebut pemoho enarkannya,

smohon men

PAREPARE

ajukan sesus pun lagi dan

apnya dapat

dilihat 'dalz yang tidak

terpisahkan dengan penetapan ini.
4.3.1.2 Pertimbangan Hukum

- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan. Pemohon adalah

sebagaimana yang di uraikan tersebut di muka;
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- Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah di tetapkan pemohon
datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan
keterangan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan, sedang

wali pemohon tidak datang meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan

patut dan ketidak hadira ternyata mempunyai alasan yang sah.

- Menimbang, b ala kantor urusan agama kec.

I mandar, n .08. p . 01 3 20.2014,
antara pemohon dengan
\sonni  oleh
mengajukan

ali adhol di Pengadilan agaimana di

1 2 3 Undang-Undang n 1974 telah

wa pemohon mengajukan hona adhal yang

a pokoknya tkan kepasti um tentang

olnya wali lansungkan han dengan

)n suami pem

imbang, PnA nuETMIREI-daIiI pe maka
b . .

sebagaimana terurai di muka.
- Menimbang, bahwa dua orang saksi yang telah di perhadapkan oleh
pemohon di persidangan, pada pokoknya menerangkan bahwa kedua saksi

membenarkan dalil permohonan pemohon posita angka 1234567 8 9.
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Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon adalah bukan orang yang
dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterang di depan persidangan
satu persatu dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi

syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa kete aksi-saksi tersebut adalah berdasarkan

pengetahuanya gan pokok perkara serta saling

bersesuaian dengan demikian telah

saksi-saksi

dangsn se

ma Ramlia binti Ab i ikah dengan
ndar bin Aco Asonne
calon suami pemohon ~ amaran akan

ohon tidak menerima lamar: alasan calon

pemohon.

emohon telah ambe, Desa

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti tersebut di atas, majelis
hakim telah menenmukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai

berikut:
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. Bahwa pemohon dengan calon suami pemohon sudah bersedia untuk menikah
tanpa ada unsure paksaan.
. Bahwa antara pemohon dengan calon suami pemohon saling mencintai selama

dua tahun dan sulit untuk di pisahkan.

. Bahwa calon suami pemoho elakukan pelamaran kepada orang tua

pemohon akan tetapi lak dengan alasan calon suami

pemohon tidak yang diminta oleh orang

elah meminta orang tu enjadi wali

ng tua pemohon tida i wali nikah

tara on dengan calon suami pe i alangan dan
ntuk menika
imbang, bahwa b kta-fakta tersebut ¢ ajelis dapat

pertimbanga t gan mempe n sejumlah

M

erupakan sikap
keberatan atau tidak setuju, kKeberatan mana wali pemohon tersebut bukan
atas alasan yang dapat di benarkan oleh hukum Islam, seperti tidak sekufu
karena adanya perbedaan agama atau ikhtilafuddin (fide 61 KHI) dan atau

karena adanya sikap dan perilaku calon pria yang menyimpang dari nilai-
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nilai hukum dan moral yang sangat berpotensi menghacurkan sendi-sendi
kehidupan rumah tangga.
- Menimbang, bahwa majelis menilai keenggangan atau adholnya wali

permohonan untuk menikahkan pemohon dengan lelaki pilihannya itu

tidaklah beralasan, baik t hukum syara maupun perundang-
undangan yang be
dan beralasan hukum, oleh

asi Hukum Islam juncto

g pemohon

ipanggil secara resmi jelis Hakim

engambil alih pendap itab [’anatut
laman 319 yang berbun

Gl SO

maka hakim

ohon sudah
nya, bahkan
engan tujuan
untuk menikah, maka atas dasar prinsip hukum Islam sebagai mana kaidah
figh yang berbunyi sebagai berikut:

cladall s e adia auldall ¢ o
Artinya :

“Menolak mafsadat di dahulukan daripada meraih kemaslahatan.”
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- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa permohonan pemohon
patut di kabulkan dan menyatakan wali pemohon adhal.

- Menimbang, bahwa kehendak pemohon untuk menikah dengan calon

pemohon adalah merup atu langkah tepat untuk mencegah
hjaga kesinambungan nasab atas
anak yang dari akibat perr ara pemohon dengan calon

karenanya permohonan pemohon untuk menetapkan

a perkara ini menya inan, maka

yat (1) Undang-Unda r7 1989, maka
ara dibebankan kepada n;

ging memperhatikan pasal-pasa dari an peraturan
ndang-undan erkaitan deng ara ini:

1.3 Menetap

1. Meng ohon

2 MPAREPARE™

im) untuk

4. Menunjuk kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan
Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar untuk menikahkan
pemohon (Ramliah Binti Abd Rahim) dengan lelaki

Asmunandar Aco bin Aco sonne).
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5. Membebankan biaya perkara menurut hukum 351.000,00 (tiga

ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari rabu tanggal 07 Januari 2015

M., bertepatan pada tanggal 16 rabiul awal 1436., oleh H. A. Zahri, S.H., M.H.I

sebagai ketua majelis, Dr. Muhamn ahjri, S.HI., M.HI. dan Zulkifli, S.EI.

masing-masing sebagai h itu juga penetapan tersebut di

ucapkan dalam sida a untuk umum de antu Drs. Sayadi, sebagai

.......... : gan adalah

bahwa yang
adalah demi
ini tidak di
ang tidak di
al seperti ini
ggar hukum
dengan baik
kami selaku

isalnya terjadi zina atau
layak untuk dilakukan k

kami se

Hal yan

“Pak Ja
menjad
permoh

bahwa yang
dikabulkan
alasan apa

g g
menikahkan anaknya atau tidak ada aI an orang tua untuk tidak mau menikahkan
anaknya. Tentunya kami sebagai hakim dapat mengabulkan permohonan wali adhol
tersebut demi kemaslahatan bagi para pemohon demi menghindari hal-hal yang
dilarang oleh agama.

Demikian juga yang di ungkapkan oleh Sarkowi dalam wawancaranya

*8 Rida Hakim Pengadilan Agama Polewali wawancara 7 Juni 2019
*9 Jabar Hakim Pengadilan Agama Polewali wawancara 7 juni 2019
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“Pak Sarkowi selaku hakim Pengadilan Agama Polewali menyatakan bahwa yang
menjadi pertimbangan kami dalam memutus perkara wali adhol tersebut demi
kemaslahatan dan adanya rasa saling suka sama suka tanpa ada unsur paksaan
sehingga kami mengabulkan permohonan wali adhol karena mereka juga sudah lama
saling mengenal sedangkan yang menjadi persoalan sehingga walinya tidak mau
menikahkan anaknya Ramliah disebabkan oleh uang belanja yang sangat tinggi
diminta oleh orang tua Ramliah sehingga pihak laki-lakinya tidak mampu padahal
hal seperti ini bukan alasan yang 8yar’i untuk dijadikan alasan untuk tidak
menikahkan seorang anak, sehingga kami sebagal hakim mengabulkan permohonan
tersebut dan juga banyak hal yang di hindari.”

Begitu juga ungkapan oleh Naila dalam wawancaranya
“lbu Naila selaku hakim di Pengadilan Agama Polewall menyatakan bahwa wali

adhol adala 3 apak ya dak mau A ali dala kawinan anaknya,
e Pegadilan

Agama jadi alasan-
alasan s h itu apabila
tidak ac dah cukup,
calon s a sudah mapan untuk menikah maksudnya dari seg jaannya dan

gan untuk menikah berdasarkan hukum islam deng
winan kemudian dengan dikabulkannya permc
erbuatan zina dan lain sebagainya.>

ang-Undang
itu untuk

ak Sayadi selaku panitera pengganti wali adhal ada
ali dalam pernikahan anaknya, seperti pada perkar adhal nomor
dapun alasan yang di ungkapkan di muka sidang, ohon telah
ara resmi namun_tidak hadir, akan tetapi pemo endatangkan
mberitahukan alasan orang.tua pemohon sehingga e menikahkan
un alasanya yaitu karna biaya perkawinan yang ( . oleh pihak

1 yang tidak

ak disanggupi; pihak laki-lakinya. Ini adalah alasan , kami tidak
kan alasan lain disebabkan orang:tua pemohon tic lir meskipun
| secara resmi, akan tetapi bi saja karena alasan sifa ang tidak di

berdasar lil-dali g.dicantumkan oleh hon, bahwa
hamil. ?Aﬁg

apabila tidak ada alasan yang syar’i untuk keduanya ketika melangsungkan
perkawinan maka harus di kabulkan akan tetapi dengan pertimbangan harus melihat

apa dalil-dalil pemohon dan jika terbukti tidak ada larangan maka harus segera

%0 sarkowi Hakim pengadilan Agama polewali wawancara 9 Juni 2019
%! Naila Hakim Pengadilan Agama Polwali wawancara 9 Juni 2019
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dinikahkan untuk menjaga kemaslahatan bagi para pihak. Dan apabila juga tidak ada
larangan untuk menikah menurut Undang-Undang perkawinan, orang tua atau wali
perempuan tidak siap menjadi wali dalam perkawinan maka wali hakimlah yang

menjadi walinya dalam perkawinan tersebut. mengapa hal demikian karena ada

banyak hal yang dihindari baik seca aupun dalam kebiasaan adat setempat.
Berdasarkan  hasi terhadap  penetapan  No.
526/Pdt.P/2014/PA.Pv

asan permohona dhal sebagai berikut:

1. Tidak mampu membayar biaya perkawinan atau uang belanja yang di sebut

bayar biaya
ta oleh wali pemohon ingga tidak
kan alasan syar’i untuk
naknya. Seperti yang d

inan yaitu adanya mahar a atau yang

barang dari
ikah sedang
suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami, untuk
menimbulkan rasa cinta dan kasih bagi seorang istri kepada calon suaminya

dalam kaitannya dengan pernikahan.
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Dan mahar menjadi hak milik istri, sedangkan uang belanja atau biaya
perkawinan bukan syarat dalam perkawinan karena uang belanja ini

bermakna pemberian uang dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki

kepada keluarga calon wanita, dengan tujuan suatu penghormatan dan tanda

amu nikahi)
jika mereka

. . .'Maka isteri Kmati ri) di antara
mereka, beri sempurna),
sebagai suatu

diantaranya asang sandal

“... Carilah sesuatu Walaupun cincin Dari cincin besi™

>2 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan,

>3 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan,
>*>% Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan,
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Sals 8 aah Gl oy Ay Sl e i)

Artinya :
“Apakah Kamu rela dari dirimu dan hartamudengan sepasang dua
sandal wanita itu menjawab “yah aku rela” maka beliau
memperbolehkannya”.

2. Tidak ada alasan yang dibenarkan oleh hukum Islam seperti perbedaan

sekufu atau perbedan rnikahan yang dilarang menurut

5 perempuan

antara

Dengan seorang perempuan yang melahirkan (yang menurunkannya
atau keturunanya).

¢ Dengan seorang keturunan perempuan ayah atau ibu.

e Dengan seorang perempuan saudara yang melahirkannya.
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Dasar hukum dari ketentuan ini adalah firman Allah tepatnya pada QS An-

Nisa’4:23.
NN ,‘f.ll. SR VSR ¥ SIS SN ¥ TPSUST ¥ SR (U Y SU S
T &y A0 5 ke 5 26 KA 5 20 5 i) e Eud
VT &g

Terjemah :

“ Diharamkan ata
perempuan; saud

ibu-ibumu; anak-anakmu yang
, saudara-saudara bapakmu
perempuan; anak-anak

: 55 ak-anak perempuan dari
saudara-sauc :o perempuan . . .”

tidak boleh
tas, anak ke
tante baik dari bapak i nak saudara
a laki-laki maupun pere

semenda antara lain:
n seorang perempuan elah strinya atau

as istrinya.

stri kecuali
la addkhul.

a.

enurut garis
lurus keatas.
e Dengan seorang perempuan sesusuan dan seterusnya menurut

garis lurus kebawah.

>> Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan,
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e Dengan seorang perempuan saudara sesusuan dan kemanakan
sesusuan kebawah.

e Dengan seorang perempuan bibi seseusuan dan nenek bibi
sesusuan keatas.

¢ Dengan anak yang disuse oleh istrinya dan keturunannya.

tuk menikahi wanita karena faktor

Dasar hukum untuk pel

sesusuan adalah QS. An-ni
A5 2t Gm &l

Terjemah :
g menyusui

akat menyatakan bahw sebut faktor
sesusua lah satu sebab seseoran
gkan perkawinan an i an seorang
peremp rtentu:
o perempuan i rsangkuta ih terikat satu inan dengan
i lain.

o perempuan sih berada masa iddah
ersebut tidak
Perkawinan yang di bolehkan menurut undang-undang perkawinan

sebagai berikut:

a. Apabila sudah memenuhi syarat baik dari segi umur.

*® Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan,
>’ Rusdaya Basri, Figih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah, ( cet:1 pare pare
2019) kaafaah learning .
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Apabila sudah memenuhi syarat dari segi umur. Menurut Undang-
Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk
melangsungkan perkawinan seorang laki-laki harus telah berumur 19 tahun

dan perempuan 16 tahun. Selain itu bila calon mempelai belum mencapai 21

tahun maka harus mendapa edua orang tua. Batas umur yang diatur

dalam peraturan per ngan maksud bahwa calon suami

istri tersebut te elaksanakan perkawinan,

awinan juga harus did persetujuan
ai.

n dari segi status calon

engabulkan suatu permoho i adhal dan

memberika i dua calon

menggunak ai wali ni aka hakim

Pengadilan erlebih dahul s dari calon

laki sedang
bermaksud
berpoligami maka harus ada izin terlebih dahulu untuk berpoligami
dari Pengadilan Agama. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4
Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 56 kompilasi hukum

Islam yang intinya adalah bahwa suami yang hendak beristri lebih
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dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama. Tanpa
adanya izin dari pengadilan Agama, maka perkawinan dengan istri
kedua, ketiga atau keempat tidak mempunyai kekuatan hukum.

Setelah ada izin poligami dari pengadilan Agama maka barulah akan

dilakukan pemerik: ap permasalahan wali adhal.
e Untuk me nan penetapan wali adhal maka

mempertim kah calon mempelai laki-

apat setelah perkawina gan adanya
pe bahwa wali telah adh mpelai bisa
me kan perkawinan dengan
ap ntara kedua calon memp ngan untuk
dilakukan i i Syarat atau
pertimbang etapan wali

adhal sepe i i an menolak

Berdasarkan analisisnya ‘keduanya telah saling mengenal cukup lama
sehingga tidak ada alasan untuk dinikahkan berdasarkan peretimbangan hakim
karena keduanya juga sudah saling mencintai maka harus segera dinikahkan,

karena dikhwatirkan apabila tidak nikahkan maka tidak tertutup kemungkinan
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akan terjadi hal-hal yang tidak inginkan. Sedangkan ada jalan menuju
pernikahan yang baik atau menurut hukum islam meskipun walinya tidak mau
menikahkan anaknya maka wali hakim lah yang bertindak sebagai wali dala

pernikahannya. Seperti yang di ungkapakan oleh hakim Pengadilan Agama

Polewali demi kemaslahata pihak, serta untuk menghindari hal-hal

yang tidak di ingin

tidak ada larangan m enurut hukum misalnya

egi umur berdasar unda Tahun 1974

dan Ko , bahwa untuk melangs ki-laki harus

kan perempuan umur 16 tahun.

dari segi status dapat ahwa  untuk

wali nikah
on mempelai
)n mempelai
endapatkan
izin da a. Ke : ’ gabulkan se s an wali adhol
maka hakim harus mempertimbangkan apakah laki-laki tersebut mempunyai

pekerjaan atau belum. Seperti pada perkara yang peneliti cantumkan yaitu perkara
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BAB V
PENUTUP

5.1 Kesimpulan

5.1.1. Adapun prosedur permohonan wali adhal di pengadilan agama yaitu ada tiga

tahapan pertama, ke meja menerima surat permohonan kemudian

menaksir biaya panj ).setelah itu kekasir membayar
panjar perkara dan tanda lunas, kedua
beri nomor
5 hakim dan

dari hakim,

tusan kepada para pihak an kekuatan

ali adhal ini bersifat v a dimana di
but hanya memuat pem
n/ijtihad hakim dalam mengab pe ali Adhol di

an Agama P timbangan ya

i Pengadilan dalam mengabulka apan adalah

calon mempelai tida an untuk menikah,

Islam danMRnEnRA)R'Eun 1974 t

Nomor 1 tahun 1974 dan “Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk
melangsungkan perkawinan seorang pria harus telah berumur 19 tahun dan
wanita 16 tahun, selai itu bilan calon mempelai belum mencapai 21 tahun

maka harus mendapatkan izin kedua orang tua.
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Sedangkan pertimbangan hukum dari hasil ijtihad hakim dikabulkannya
permohonan ini adalah pertimbangan dari segi kemaslahatan bagi para pihak, kedua
calon mempelai saling mencintai dan sudah saling mengenal selama 2 tahun sehingga

sepakat untuk melanjutkan kejenjang perkawinan. Untuk menghindari fitnah dari

masyararakat serta menghindari ang tidak dinginkan baik secara agama

maupun dalam kebiasaan ade enjaga keturunannya kelak.
5.2 Saran
5.2.1 Hubungan antara keluarga hendaknya di jaga keharmonisannya, terutama
la tidak ada
522 A ntara orang tua dengan ih ba di pikirkan

enyelesaikan permasa cara argaan, dan

ran agama yang telah n ole Swt. Agar
p berbakti kepada kedua o nya ja orang tua
enghindarkan ka kepada ke ng tua.

PAREPARE
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Dasar

Kepada

1.

IZIN PENELITIAN
NOMOR : 503/4311PLIDPMPTSP/V/2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas
Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nemor
64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi lzin
Penelitian,

Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomer 2 Tahun 2016
Tenlang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga
Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar,

3. Memperhatikan :
a.Sural Permohonan Sdr (i)HASNAWATI
b.Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Nomor : B-425/Bakesbangpol/B.1/410.7/05/2019,Tgl. 23 Mei 2019
MEMBERIKAN IZIN
Nama : HASNAWATI
NIM/NIDN/NIP : 15.2100.016
Asal Perguruan Ti Tnggn : IAIN PAREPARE
Fakultas SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jurusan : AHWAL AL-SYAKHSIYAH
Alamat : PASIANG KEC. MATAKALI

Untuk melakukan Penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten Polewali
Mandar, terhitung tanggal 27 Mei s/d 27 Juni 2019 dengan Judul
“ TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN PERKARA WALI
ADHAL DALAM PERKARA NOMOR.526/.PDT.P/2014/PA.PwI DI
PENGADILAN AGAMA POLEWALI “.

Adapun Rekomendasi ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut :

1.

2.
3.
4

Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri
kepada Pemerintah setempat;

Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan,;

Mentaati semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan
mengindahkan adal istiadat setempat,

Menyerahkan 1 (salu) berkas copy hasil Penelitian kepada Bupati
Polewali Mandar Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pinty;

Surat Izin akan dicabul dan dinyatakan tidak berlaku apabila temyata
Pemegang Sural lzin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di
atas.

Demikian Izin Penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Polewali Mandar
Pada Tanggal, 27 Mei 2019

a.n. BUPATI POLEWALI MANDAR
T KEPALA DINAS PENANAMAN MOD
PELAYANAN TERPADU SAT!

ANDHYASRI MASDAR, S.S0s., M.Si
Pangkat - : Pembina
NIP. - : 19740206 199803 1 009
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e KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM lSlf\‘r —
AR Amal Bakg Ao 8 swveang, Kota Parepe 9111 s i ‘l'v‘n' un. 1l
I Bax 900 Pareysanes 0110, website ; WLt id enail Ak RgaTe.Ic

| Nomor L pdss
A "I]'Lj‘!}.l.“ .2
Lampiran » . Fakshins 2010 |
Hal

* Petmohonan 12in Felaksanaan Penclitian
;}h. BUPATY POLEWALI MANDAR

KAB. POLEWAL MANDAR
Assalamu Alaikum Wr, W,

Dengan ini disampaikan bahwa mahastswa Institut Agama tslam Negerl Parepare

Nama ¢ HASNAWATI

Tenypat/Tal, Lahir ¢ ARIBANG, 09 Agustus 1997

NiM : 15.2100.016

Fakultas / Program Studi  : Syariah dan Himu Hukum Islam / Ahwal Al-Syakhsiyah

Semester : Vil (Delapan)

Alamat ¢ ARIBANG, DESA PASSIANG, KEC, MATAKALI, KAB, POLEWALI MANDAR

Bermalsud akan mengadakan penelitian di witayah KAD, POLCWALI MANDAR dalam rangka penyusunan
skeipst yang berjudul ;

Tiryausn Hubum lslam terhadap Penetapan Perkara Wall Adhal datam Perkara
Newror 526/ POT.P2014/PAPwl di Pengadilan Agama Polewali

Selaksanaan penglitian ini diencanakan pada bulan Mel sampal selesal,

.. oo permohonan ini disampalkan atas perkenaan dan kersama dhucapkan terima kasih, f
Srassafamu Alydkum Wr. WO,

£1 Mel 2019
Belan,

TMuliati }

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE



Jln.PBEu':i?JegiLNAN AGAMA POLEWALI KELAS IB
= 0. 23 Polewali Kab. Polewali Mandar 91314

wp. (0428) 23234 Fax. (0428) 21334

ebsite: hitp:/Mwww.pa-polewali.net

email: polewali@pta-makassarkota.qo.id
e

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : W20-A22/ §24 /PB.00/7/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

Nip. : 19650117 199403 1 002
Pangkat/golongan ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Polewali

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saudara an.

Nama Hasnawati

Nomor Pokok 15.2100.016

Program Studi Syariah dan limu Hukum Islam/Ahwal Al-
Syakhsiyah

Judul . *Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan
Perkara Wali Adhal dalam Perkara Nomor
526/Pdt.P/2015/PA Pwl. di Pengadilan Agama
Polewali".

Telah mengadakan Penelitian di Kantor Pengadilan Agama Polewali mulai
anggal 17 Juni 2019 s.d 24 Juli 2019,
Demikianlah Surat Pemyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk

‘ipergunakan sebagaimana mestinya.

e
PO
R R

/... Polawali, 25 Jui 2019
/>~ _KetuaPengadilan Agama Polewali
Do ) g

fe

""" Drs. M. Shéhih, S.H. MH.
L 10660117/199403 1002
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KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
. FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

AL JL. Amat Bakti N, 8, Screang, Kota Parepare 91132 & (0421) 21307 = (0421) 24404

Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor
/ tB.d2g
Lampiran . IIn.39/FakshllOSIZ()19
Hal TP,
. Pe .
Mmohongn 12in Pelaksanaan Penelitian

th. BUPAT| PO
: LEWAL| MANDAR
KAB, POLEWA( MANDAR

issalamy Alaikum wr. Wwb.

R . )
€ng2n ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :
ama

: HASNAWAT
fempat/Tgl. Lahir : ARIBANG, 09 Agustus 1997
‘HM : 15.2100.016
akultas / Program Studi - Syariah dan Illmu Hukum Islam / Ahvial Al-Syakhsiyah
semester : Vill (Delapan)
Pamat : ARIBANG, DESA PASSIANG, KEC. MATAKALI, KAB. POLEWALI MANDAR

ermaksud 2kan mengadakan penelitian di wilayah KAB. POLEWAL MANDAR dalam rangka penyusunan
kripsi yang berjudul :

Ninjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Perkara Wali Adhal dalam Perkara
bmor.526/.PDT.P/2014/PA.Pyi di Pengadilan Agama Polewali”

faksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai,
ivian permohanan ini disampaikan atas perkenaan dan kersama diucapkan terima kasih,

miki

issalamu Alaikum VIT. whb.

21 Mei 2019

Dekan,

e

*huliaty
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KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama :Drs. H.Abd. Jabbar. M.H

Jabatan : Hakim anggota

Menerangkan Bahwa;

Nama : Hasnawati

Nim : 15.2100.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Ahwal Al-Syaksyiah (Hukum Keluarga)
Universitan : Institut Agama Islam Parepare (IAIN)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan sayadalam rangka
penyususnan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan
Perkara Wali Adhal Dalam Perkara Nomor.526/.Pdt.P2014/Pa.Pwl Di
Pengadilan Agama Polewali”.

Demikian keterangan ini sya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

o ff"a‘réparc 7 Juni 2019
; Yang di jawa carai,

I AN T T

Drs. H.Abd. Jabbar. M.H



KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama : Dra. H. Mukhtar. M.H

Jabatan : Hakim anggota

Menerangkan Bahwa;

Nama : Hasnawati

Nim : 15.2100.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Ahwal Al-Syaksyiah (Hukum Keluarga)
Universitan : Institut Agama Islam Parepare (IAIN)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan saya,dalam rangka
penyususnan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan
Perkara Wali Adhal Dalam Perkara Nomor.526/Pdt.P/2014/Pa.Pwl Di

Pengadilan Agama Polewali”.

Demikian keterangan ini sya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

" Parépare 10 Juni 2019
Yanj: di' wawancarai,
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KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini;
Nama : Achmad Sarkowi, S.H.1
Jabatan : Hakim anggota

Menerangkan Bahwa;

Nama : Hasnawati

Nim : 15.2100.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Ahwal Al-Syaksyiah (Hukum Keluarga)
Universitan - Institut Agama Islam Parepare (JAIN)

Bahwa benar tclah mengadakan wawancara dengan saya,dalam rangka
penyususnan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan
Perkara = Wali Adhal Dalam Perkara Nomor.526/.Pdt.P22014/Pa.Pwl Di

Pengadilan Agama Polewali”.

Demikian ketcrangan ini sya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

" Parcpare 10 Juni 2019
Yang di wawancarai,

hindd Sarkowi, S.H.I
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KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini;
Nama : Achmad Sarkowi, S.H.1
Jabatan : Hakim anggota

Menerangkan Bahwa;

Nama : Hasnawati

Nim : 15.2100.016

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Prodi : Ahwal Al-Syaksyiah (Hukum Keluarga)
Universitan - Institut Agama Islam Parepare (JAIN)

Bahwa benar tclah mengadakan wawancara dengan saya,dalam rangka
penyususnan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan
Perkara = Wali Adhal Dalam Perkara Nomor.526/.Pdt.P22014/Pa.Pwl Di

Pengadilan Agama Polewali”.

Demikian ketcrangan ini sya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.

" Parcpare 10 Juni 2019
Yang di wawancarai,

hindd Sarkowi, S.H.I
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KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini;

Nama * Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.H.
Jabatan : Hakim anggota

Menerangkan Bahwa;

Nama : Hasnawati

Nim : 15.2100.016

Fakultas : Syariah dan llmu Hukum Islam

Prodi : Ahwal Al-Syaksyiah (Hukum Keluarga)
Universitan : Institut Agama Islam Parepare (IAIN)

Bahwa benar telah mengadakan wawancara dengan sayadalam rangka
penyususnan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan
Perkara Wali Adhal Dalam Perkara Nomor.526/Pdt.P/2014/Pa.Pwl Di
Pengadilan Agama Polewali”.

Demikian keterangan ini sya buat untuk di pergunakan sebagaimana mestinya.
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Kli'l'l’iR/\N(i/\N WAWANCARA

Yang bertanda tangan di baway, inj,

Nama - id Ri
*Ir. Rasyid Ridha Syahide, S.11.

Jabatan : Hakim anggota

Mencrangkan Bahwa;

Nama

: Hasnawati
Nim 2 15.2100.016
Fakultas : Syariah dan Hmu Hukum Islam
Prodi : Ahwal Al-Syaksyiah (Hukum Keluarga)
Universitan : Institut Agama Islam Parepare (IAIN)

Bahwa benar tclah munpd.xhn wawancara  dengan ‘;\\.lldﬂa':n rangka
yenyususnan skripsi vang berjudul “Tinjavan Hukum Islam Terhadap Penctapan
Perkara  Wali p,\dhaf Dalam Perkara Nomor.526/PdLPR014/PaPwl D

Pengadilan Agama Polewali™.

Demikian keterangan ini sya buat untuk di pergunakan sehagiimana mestinya

lr;‘ e 10 Jum 2009 s

7\- d \m \ g n.u‘
A\ b

Radha Syatude, S 1
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PEDOMAN WAWANCARA

. bapak /ibu atas nama siapa?

. Jelaskan pengertian wali adhol menurut bapak /ibu!

. Bagaimana tanggapan bapak/ibu mengenai wali adhol yang pernah terjadi di
pengadilan agama polewali?

. Bagaimana prosedur da mohonan wali adhol di pengadilan

lewali tetap
ang tidak di kabulkan!
2hingga dikabulkannya dan begitu

lasan hakim sehingga te

PAREPARE

OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE
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_DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Hasnawati 09 Agustus 1997, merupakan anak
Kedua dari 10 bersaudara. Anak dari Almarhum pak
llyas dan anak dari Almarhumah ibu Samiah. Penulis
berkebangsaan Indonesia dan beragama Islam. Kini
nat di JIn.Tabone, Desa Pasiang Kec.

Polewali Mandar, Provinsi

an lulus pada tahun 201

melanjutkan pendidika I arepare dan

iah dan Illmu Hukum tudi - Ahwal
ga) pada tahun 2015. P tahun 2019
penulis menyelesaikan Skripsi yang berjudul ° kum Islam

Penetapan Perkara

dt.P/2014/Pa

PAREPARE
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